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KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 358.K/KP.06/MEM.S/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

L.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang
Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6705);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 365);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1487);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 384);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menaati
ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral baik di dalam maupun di luar jam Kerja pegawai.

Ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi wajib dilaksanakan oleh atasan langsung dari
masing-masing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:

a.

terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum
ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan
kewajiban dan larangan mengacu kepada perjanjian
kerja yang telah ditandatangani dan ketentuan yang
tercantum dalam Keputusan Menteri ini;

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja  sebelum
ditetapkannya Keputusan Menteri ini namun belum
dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan dan penjatuhan
hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Menteri ini; dan

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan telah dilakukan
pemeriksaan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri
ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses
penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA
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A.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bertugas untuk melaksanakan
kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat
persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh
karenanya dibutuhkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.

Dalam rangka menjaga martabat, kehormatan Aparatur Sipil Negara,
kepentingan bangsa dan negara, menjamin terpeliharanya tata tertib untuk
kelancaran tugas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, serta dalam
rangka melaksanakan kententuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja, diperlukan ketentuan mengenai disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat
Pembina Kepegawaian, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
Pengelola Kepegawaian, dan atasan langsung dari masing-masing Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral termasuk di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam
melaksanakan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
dengan tujuan untuk:

1.  memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan disiplin
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi;

2. menyeragamkan prosedur dalam melakukan pemanggilan,
pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, upaya administratif,
penyampaian keputusan hukuman disiplin, berlakunya hukuman
disiplin, dan pendokumentasian hukuman disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan

3. mewujudkan kepatuhan kedisiplinan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.



Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1.
2.
3.

kewajiban dan larangan;
hukuman disiplin; dan

pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja.

Pengertian Umum

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan
ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di
luar jam kerja.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar
peraturan Disiplin PPPK.

Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat,
martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, dan/atau pemerintah/negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya
disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat
PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman
Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.



BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PPPK di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menaati
ketentuan sebagai berikut:

1. Kewajiban PPPK, meliputi:

a.

o

® 0o A

setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintahan yang sah;

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang;

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
menjaga netralitas;

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di
atas, PPPK juga wajib:

a.
b.

C.

menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

mengikuti orientasi PPPK yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menaati perjanjian kerja;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi,
seseorang, dan/atau golongan;

melaporkan dengan segera kepada atasan langsung apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara
atau merugikan keuangan negara,

melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-
baiknya,

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kompetensi;



menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan;

memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada paling
rendah pejabat pimpinan tinggi pratama secara berjenjang dalam
waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah melangsungkan
perkawinan;

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat
yang berwenang untuk melakukan perceraian dan melaporkan
perceraiannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima akta
cerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bagi PPPK pria wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan
kepada mantan istri dengan ketentuan:

1) apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria, selain

karena:

a) istri berzina;

b) istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik
lahir maupun batin terhadap PPPK pria;

¢) istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar
disembuhkan; dan/atau

d) istri telah meninggalkan PPPK pria selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin PPPK pria dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau

2) apabila Istri PPPK meminta cerai karena:
a) dimadu;
b) PPPK pria berzina,
c) PPPK pria melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
baik lahir maupun batin terhadap istri;

d) PPPK pria menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang
sukar disembuhkan; dan/atau

e) PPPK pria telah meninggalkan istri selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3) penyerahan sebagian gaji kepada mantan istri diberikan
sampai dengan mantan istri menikah lagi.

bagi PPPK pria wajib menyerahkan sepertiga gaji setiap bulan
kepada anaknya setelah terjadi perceraian.

Gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf o dan huruf p
merupakan penghasilan yang diterima oleh PPPK pria dan tidak
terbatas pada penghasilan PPPK pria pada waktu terjadinya
perceraian.



C

3. PPPK di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi

-

5

P

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau
tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,

melakukan kegiatan wirausaha lain dan sebagai pekerja, yang dapat
mempengaruhi/mengganggu jalannya tugas kedinasan dan/atau
yang menimbulkan benturan kepentingan;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

melakukan pungutan di luar ketentuan;
melakukan kegiatan yang merugikan negara;
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya,;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

1) ikut kampanye,

2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai
atau atribut ASN;
3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;

4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara;

5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye;
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6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau

7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;

bertindak diskriminatif, tidak menghormati, merendahkan/
meremehkan atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kondisi fisik
tertentu, latar belakang keluarga, agama/kepercayaan, suku, ras,
budaya, adat istiadat, atau status sosial ekonomi dan martabat
orang lain, dalam memberikan pelayanan dan/atau ketika dalam
menjalankan tugas kedinasan;

melakukan tindakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang
sah, zina, asusila, melakukan hubungan pasangan sesama jenis,
perundungan, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun
verbal, pelecehan dan/atau kekerasan seksual;

bagi PPPK pria memiliki istri lebih dari seorang tanpa izin dari
Pejabat Pembina Kepegawaian;

bagi PPPK wanita menjadi istri kedua dan seterusnya;
menyalahgunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan =zat
adiktif lainnya;

menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi
baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun
tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian dan berita
bohong.

melakukan perjudian secara daring ataupun langsung baik di dalam
maupun diluar lingkungan kerja.
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BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

PPPK yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi Hukuman
Disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

a.

Hukuman Disiplin ringan memiliki jenis berupa:

1)
2)
3)

teguran lisan;
teguran tertulis; atau

pernyataan tidak puas secara tertulis,

Hukuman Disiplin sedang memiliki jenis berupa:

1)
2)

3)

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan;

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Hukuman Disiplin berat memiliki jenis berupa:

1)

2)

3)

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen)
selama 12 (dua belas) bulan;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PPPK; atau

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Hukuman disiplin dijatuhkan dengan mempertimbangkan dampak negatif
dari pelanggaran yang dilakukan terhadap unit kerja, Kementerian,
dan/atau pemerintah/negara.

Penjatuhan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran kewajiban dan
larangan sesuai dengan tabel berikut:



A. Hukuman Disiplin Dalam Hal Terjadi Pelanggaran atas Kewajiban

= 13 =

Jenis Hukuman Disiplin

Pemotongan

-Pemotongan

Fematongan Pemotongan
Kewajiban tunjangan tunjangan tunjangan - gn Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar Kine .Ja segbesar dengan Pemberhentian
Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua I?, : hormat tidak .
: ; 50% (lima tidak dengan
(dua puluh puluh lima puluh lima atas
: puluh persen) . hormat
lima persen) persen) selama | persen) selama selama 12 (dua permintaan
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) sendiri
belas) bulan
(enam) bulan bulan bulan
setia dan taat pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar
Angka 1 Negara Republik Indonesia v
huruf a Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
dan pemerintahan yang sah
Angka 1 menjaga  persatuan dan v v v v v
huruf b*) kesatuan bangsa
Angka 1 melaksanakan kebijakan
" gkf 4 | yang ditetapkan oleh pejabat v v v v v
urutc pemerintah yang berwenang
Angka 1 menaati ketentuan peraturan
* v v v v v
hurufd”) | perundang-undangan
An 1 melaksanakan nilai dasar
. gl +% | ASN dan kode etik dan kode v v v v v
ruL.e perilaku ASN
Aarglen. 1 v v v v v

huruf )

menjaga netralitas
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Jenis Hukuman Disiplin

=
Sl

Pemotongan Pemotongan Pemotongan
Kewajiban tunjangan tunjangan tunjangan P;n:.)tongin Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar kine Jaa:egbesar dengan Pemberhentian
Teguran Teguran Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua 5(1)?’ % (lima hormat tidak tidak dengan
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima uluho I atas hormat
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama SI; lamafie2 (dua permintaan
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan
melaksanakan tugas
Angka 1 kedinasan dengan penuh
- gkf + | pengabdian, kejujuran, v v v v v v v v
NS kesadaran, dan tanggung
jawab
menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap,
Angka 1 | perilaku, ucapan, dan 7 7 o - P 7 7 7
hurufh’) | tindakan kepada  setiap
orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan
menyimpan rahasia jabatan
dan hanya dapat
Angka 1 mengemukakan rahasia v v v v v v v v
hurufi’) | jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Angka 1 bersedia  ditempatkan  di
% gkf %) seluruh  wilayah  Negara v v v v v 4 v v
el Kesatuan Republik Indonesia
menghadiri dan
mengucapkan sumpah/janji
ﬁiﬁku?z PPPK, apabila pelanggaran v v 4

dilakukan tanpa alasan yang
sah
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Jenis Hukuman Disiplin

Pemotongan 7 Pemotongan Pemotongan
Kewajiban tunjangan tunjangan tunjangan P;:q;gngin Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar lefiser .-; segbesar dengan Pemberhentian
Teguran Teguran Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua 5(;?, % (lima hormat tidak tidak denenn
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima ul uho N atas hormaf
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama p p permintaan
3 selama 12 (dua . s
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan

menghadiri dan

mengucapkan sumpah/janji
?:E'ku ?5 jabatan, apabila pelanggaran v v v

dilakukan tanpa alasan yang

sah

mengikuti orientasi PPPK

yang diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan peraturan
?::ﬁ_ku? c2 perundang-undangan, v v v

apabila pelanggaran

dilakukan tanpa alasan yang

sah
ﬁﬁikl ?3 menaati perjanjian kerja v v v

mengutamakan Kkepentingan
Angka 2 negara daripada kepentingan v v v v v v v v
huruf e’ | pribadi, seseorang, dan/atau

golongan

melaporkan dengan segera

kepada atasan langsung
A 2 apabila mengetahui ada hal
hui?f'] yang dapat membahayakan v v v v v

keamanan  negara  atau
merugikan keuangan negara
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Jenis Hukuman Disiplin

Pemotongan Pemotongan Pemotongan
Kewajiban tunjangan tunjangan tunjangan Pgﬁ?;;r;gin Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar v dengan .
Teguran Teguran Tidak Puas | sebesar 25% 22% (dua 25% (dua kmse:g; sgbesar hormat tidak Pe?mberhennan
: » - : 6 (ima tidak dengan
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima puluh persen) atas Yoxsaa:
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama selama 12 (dua permintaan
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan
melaporkan harta kekayaan
kepada pejabat yang
?::ﬁkuaflz berwenang sesuai dengan v v v v v
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Angka 2 masuk kerja dan menaati
hurufh ketentuan jam kerja:
1. bagi PPPK yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif v
selama 3 (tiga) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun
2. bagi PPPK yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif 7
selama 4 (empat) sampai
dengan 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun
3. bagi PPPK yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif v

selama 7 (tujuh) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari
kerja dalam 1 (satu) tahun
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Kewajiban

Jenis Hukuman Disiplin

Teguran
Lisan

Teguran
Tertulis

Pernyataan
Tidak Puas
Secara
Tertulis

Pemotongan

tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
9 (sembilan)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
12 (dua belas)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
50% (lima
puluh persen)
selama 12 (dua
belas) bulan

Pemberhentian
dengan
hormat tidak
atas
permintaan
sendiri

Pemberhentian
tidak dengan
hormat

bagi PPPK yang tidak
masuk kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif
selama 11 (sebelas)
sampai dengan 13 (tiga
belas) hari kerja dalam 1
(satu) tahun

bagi PPPK yang tidak
masuk kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif
selama 14 (empat belas)
sampai dengan 16 (enam
belas) hari kerja dalam 1
(satu) tahun

bagi PPPK yang tidak
masuk kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif
selama 17 (tujuh belas)
sampai dengan 20 (dua
puluh) hari kerja dalam 1
(satu) tahun

bagi PPPK yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah selama 21 (dua
puluh satu} hari kerja
atau lebih dari 27 (dua
puluh tujuh) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun
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Jenis Hukuman Disiplin

SRS

Teguran
Lisan

Teguran
Tertulis

Pernyataan
Tidak Puas
Secara
Tertulis

Pemotongan

tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
9 (sembilan)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
12 (dua belas)

bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
50% (lima
puluh persen)
selama 12 (dua
belas) bulan

Pemberhentian
dengan
hormat tidak
atas
permintaan
sendiri

Pemberhentian
tidak dengan
hormat

8. bagi PPPK yang tidak

Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah selama 28 (dua
puluh delapan) hari kerja
atau lebih dalam 1 (satu)
tahun

9. bagi PPPK yang tidak

masuk kerja tanpa alasan
sah secara terus menerus
selama 10 (sepuluh) hari
kerja

Angka 2
huruf i’

menggunakan dan
memelihara barang milik
negara dengan sebaik-
baiknya

Angka 2
hurufj"

memberikan kesempatan
kepada bawahan  untuk
mengembangkan kompetensi

Angka 2
huruf k

menolak segala bentuk
pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi
kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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Jenis Hukuman Disiplin

Teguran
Lisan

Teguran
Tertulis

Pernyataan
Tidak Puas
Secara
Tertulis

Pemotongan

tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
9 (sembilan)

bulan

Pemotongan

tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
12 (dua belas)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
50% (lima
puluh persen)
selama 12 (dua
belas) bulan

Pemberhentian
dengan
hormat tidak
atas
permintaan
sendiri

Pemberhentian
tidak dengan
hormat

Angka 2
huruf )

menyelesaikan tugas dan
pekerjaan yang telah
ditetapkan

v

v

v

Angka 2
hurufm

memberitahukan
perkawinannya secara
tertulis kepada paling rendah
pejabat  pimpinan  tinggi
pratama secara berjenjang
dalam waktu paling lambat 1
(satu) tahun setelah
melangsungkan perkawinan

Angka
2huruf n

memperoleh izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari
pejabat yang berwenang
untuk melakukan perceraian
dan melaporkan
perceraiannya paling lambat
1 (satu) bulan setelah
menerima akta cerai sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Angka 2
hurufo

bagi PPPK pria wajib
menyerahkan 1/3 (sepertiga)
gaji setiap bulan kepada
mantan istri
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Jenis Hukuman Disiplin

Pemotongan Pemotongan Pemotongan
Kewajiban tunjangan tunjangan tunjangan P:um(_)tongan Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar Kkine x}Jangt;aen dengan Pemberhenti
Teguran | Teguran | Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua e (S]:?masa’ hormat tidak | = o0 ak"iiee“afln
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima ° atas g
X : puluh persen) : hormat
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama permintaan
. selama 12 (dua ..
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan
bagi PPPK pria wajib
menyerahkan 1/3 (sepertiga)
‘;:%ku ? 2 gaji setiap bulan kepada v v
P anaknya  setelah  terjadi

perceraian




B. Hukuman Disiplin Dalam Hal Melakukan Larangan
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Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan
Larangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar | kinerja sebesar dengan Bombaihestian
Teguran Teguran Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua 50% (lima hormat tidak tidak dengan
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima puluh persen) atas hormatg
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama | selama 12 (dua permintaan
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan

Angka 3 v v
huruf a menyalahgunakan wewenang

menjadi  perantara  untuk

mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain
Snghn g dengan menggunakan v v
huruf b ;

kewenangan orang lain yang

diduga terjadi konflik

kepentingan dengan jabatan
Angka 3 | menjadi pegawai atau bekerja v v
huruf c untuk negara lain

bekerja pada lembaga atau
Angka 3 | organisasi internasional tanpa v v
hurufd | izin atau tanpa ditugaskan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian

bekerja pada perusahaan

asing, konsultan asing, atau
mﬁku ?: lembaga swadaya masyarakat v v

asing kecuali ditugaskan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian




Hukuman Disiplin

Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan
Larangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan Pemberhentian
Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar | kinerja sebesar dengan Pembarhéntian
Teguran Teguran Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua 50% (lima hormat tidak Sk Serums
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima puluh persen) atas hormatg
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama | selama 12 (dua permintaan
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan
melakukan kegiatan wirausaha
lain dan sebagai pekerja, yang
dapat mem; aruhi/
An 3 p peng
- mengganggu jalannya tugas v v v 4 v v v v
huruf )
kedinasan dan/atau  yang
menimbulkan benturan
kepentingan
memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan,
Angka 3 atau meminjamkan barang
huraf 2 baik bergerak atau tidak v v v v v v v v
urul g bergerak, dokumen, atau surat
berharga milik negara secara
tidak sah
Angka:’: melakukan pungutan di luar 7 P v v v
hurufh’) | ketentuan
Angka*S melakukan ~ kegiatan  yang 7 7 P v v v
hurufi”) | merugikan negara
Angka? bertindak sewenang-wenang 7 7 P v v /
hurufj’) | terhadap bawahan
Angka ? menghalangi berjalannya tugas o P 7 v v v
hurufk”) | kedinasan
menerima hadiah yang
Al 9 berhubungan dengan jabatan v ¥
hurufl "
dan/atau pekerjaannya
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Teguran
Lisan

Teguran
Tertulis

Pernyataan
Tidak Puas
Secara
Tertulis

Pemotongan
tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
9 (sembilan)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
12 (dua belas)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
50% (lima
puluh persen)
selama 12 (dua
belas) bulan

Pemberhentian
dengan
hormat tidak
atas
permintaan
sendiri

Pemberhentian
tidak dengan
hormat

Angka 3
huruf m

meminta sesuatu yang
berhubungan dengan jabatan

Angka 3
hurufn

melakukan tindakan atau tidak
melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani, apabila
pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan

Angka 3
huruf o

memberikan dukungan kepada
calon Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan
Perwakilan  Daerah, calon
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, atau calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
1. ikut kampanye
2. menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan
atribut partai atau atribut
ASN;
3. sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan ASN
lain;
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Teguran
Tertulis

Pernyataan
Tidak Puas
Secara
Tertulis

Pemotongan
tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan

Hukuman Disiplin

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
9 (sembilan)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
12 (dua belas)

bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
50% (lima
puluh persen)
selama 12 (dua

belas) bulan

Pemberhentian
dengan
hormat tidak

atas
permintaan
sendiri

Pemberhentian
tidak dengan
hormat

sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan
fasilitas negara;

membuat keputusan
dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau
merugikan  salah  satu
pasangan calon sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye

mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada
keberpihakan terhadap
calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama,
dan/atau sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada
ASN dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat

memberikan surat
dukungan disertai fotokopi
Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk;




Teguran
Tertulis

Pernyataan
Tidak Puas
Secara
Tertulis

Pemotongan
tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
9 (sembilan)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
25% (dua
puluh lima
persen) selama
12 (dua belas)
bulan

Pemotongan
tunjangan
kinerja sebesar
50% (lima
puluh persen)
selama 12 (dua
belas) bulan

Pemberhentian
dengan
hormat tidak
atas
permintaan
sendiri

Pemberhentian
tidak dengan
hormat

Angka 3
huruf p*)

bertindak diskriminatif, tidak
menghormati, merendahkan/
meremehkan atas dasar
pertimbangan jenis kelamin,
kondisi fisik tertentu, latar
belakang keluarga,
agama/kepercayaan, suku,
ras, budaya, adat istiadat, atau
status sosial ekonomi dan
martabat orang lain, dalam
memberikan pelayanan
dan/atau ketika dalam
menjalankan tugas kedinasan

Angka 3
huruf q

melakukan tindakan hidup
bersama tanpa ikatan
perkawinan yang sah, zina,
asusila, melakukan hubungan
pasangan sesama jenis,
perundungan, kekerasan
dalam rumah tangga baik fisik
maupun verbal, pelecehan
dan/atau kekerasan seksual

Angka 3
hurufr

bagi PPPK pria memiliki istri
lebih dari seorang tanpa izin
dari Pejabat Pembina
Kepegawaian

Angka 3
huruf s

bagi PPPK wanita menjadi istri
kedua dan seterusnya
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Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan
Larangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan Pemberhentian
: Pernyataan kinerja kinerja sebesar | kinerja sebesar | kinerja sebesar dengan Pusitbedhentia
Teguran Teguran Tidak Puas | sebesar 25% 25% (dua 25% (dua 50% (lima hormat tidak i —
Lisan Tertulis Secara (dua puluh puluh lima puluh lima puluh persen) atas hormZtg
Tertulis lima persen) persen) selama | persen) selama | selama 12 (dua permintaan
selama 6 9 (sembilan) 12 (dua belas) belas) bulan sendiri
(enam) bulan bulan bulan

menyalahgunakan narkotika,
‘;nugrta;? psikotropika, prekursor, dan v v

zat adiktif lainnya

menyampaikan pendapat

dan/atau menyebarluaskan

informasi baik secara lisan
Ang,kaS* maupun tertulis baik secara v v 7 v v
hurufu”) | langsung maupun tidak

langsung yang bermuatan

ujaran kebencian dan berita

bohong

melakukan perjudian baik
Angka 3 | luring maupun daring. baik di v v v v v
hurufv | dalam maupun di luar

lingkungan kerja

Keterangan:

*) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat:

a. ringan diberikan apabila berdampak negatif pada unit kerja
b. sedang diberikan apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
c. berat diberikan apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
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Terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran kewajiban tidak masuk kerja
dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus
menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 huruf h angka 9, penjatuhan Hukuman Disiplin disertai dengan
penghentian pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu
menunggu penetapan keputusan Hukuman Disiplin.

Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada angka S5,
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. pimpinan unit kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan
secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;

b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran
data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan
yang sah PPPK dimaksud;

c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja
yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar
penghentian pembayaran gaji,

d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran
gaji sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yang ditetapkan dalam
keputusan kuasa pengguna anggaran,;

e. dalam hal pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat
sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat
didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi urusan keuangan; dan

f. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara.

PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan
Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, dapat dijatuhi jenis Hukuman
Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

A. Pembinaan Disiplin Pppk

Pembinaan disiplin PPPK merupakan tanggung jawab atasan langsung
masing-masing PPPK.

Atasan langsung masing-masing PPPK yang tidak melakukan pemanggilan
dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM, dijatuhi
Hukuman Disiplin yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B. Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Ketentuan penetapan penjatuhan hukuman disiplin oleh PyBM:

1.

Menteri menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di

lingkungan Kementerian yang menduduki:

a. jabatan pimpinan tinggi madya, untuk jenis Hukuman Disiplin
ringan, sedang, dan berat;

b. jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin
sedang dan berat;

c. pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin
ringan, sedang, dan berat;

d. pejabat administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin
berat; dan

e. pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk
jenis Hukuman Disiplin berat.

pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan penjatuhan Hukuman

Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jenis Hukuman Disiplin
ringan; dan

b. pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.

pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara

berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan

Kementerian yang menduduki:

a. pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;

b. dibawah pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin
sedang; dan

c. pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk
jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang.

pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang

menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian

yang menduduki:

a. 1 (satu) tingkat dibawah pejabat administrator, untuk jenis
Hukuman Disiplin ringan; dan

b. 2 (dua) tingkat dibawah pejabat administrator, untuk jenis
Hukuman Disiplin sedang.

Pejabat pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi

PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:

a. 1 (satu) tingkat dibawah pejabat pengawas, untuk jenis Hukuman
Disiplin ringan;
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b. 2 (dua) tingkat dibawah pejabat pengawas, untuk jenis Hukuman
Disiplin ringan dan sedang; dan

c. pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk
jenis Hukuman Disiplin ringan.

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan

angka 4 merupakan pimpinan unit kerja.

C. Pembentukan Tim Pemeriksa

1. Dalam rangka pembinaan disiplin PPPK, dapat dibentuk tim pemeriksa
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di masing-masing unit organisasi
yang paling sedikit terdiri dari:

a. atasan langsung;

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

c. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan

d. pejabat lain yang ditunjuk dalam hal dibutuhkan.

2. Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi
anggota tim pemeriksa adalah atasan langsung yang lebih tinggi secara
berjenjang.

3. Keputusan pembentukan tim pemeriksa disusun sesuai format
berikut:

Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa
<Kop Surat>
RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR: ....ovrerrnrreesenseansesesesessnens
Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.............. s MNP seicovessoons .
pangkat s , jabatan .............. , maka diperlukan pemeriksaan.

Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk
Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
a. atasan langsung

NAMB = 1 csscsmssissmisssssasnsieessessn s ives e T S esesRGesEeTR a SR
NIP D e e e S e R R S S S SRS SN e e
Pangkat D enerereusuness s es e RN NN A S S SRR e
Jabatan D s s e O VR SRS S S RS S TSR RS SRR S
b.  unsur pengawasan
Nama D emeresemesee s s s S S S S B R SR SRS SO SRR eSS
NIP R S NI - W0 = S S0 S WO
Pangkat §  RResRmEminmmammnme s e e i R NS A A A S A A
Jabatan IRt en e b e s s e AR A AR R AR i
c.  unsur kepegawman
NAMA: = 7 o e e e RS b sat S s andan S e s an e st
NIP } oereaee e R B R R AR SR R R SR T i A R s
Pangkat L
Jabatan P s S R SR T I R S S s e e
d. pejabat lain yang dltunjuk
Nama L e e e aas
NIP S
Pangkat § cnresimenss s e R e T e RS S S TSR PSR
J abatan :

Tembusan:
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D. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

1. Pemanggilan

a. Atasan langsung PPPK wajib menindaklanjuti/melakukan
pemanggilan berdasarkan pengetahuan/informasi terhadap
dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.

b. PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil
secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan.

c. Dalam hal dugaan pelanggaran disiplin merupakan:

1) hukuman disiplin ringan, pemanggilan dilakukan oleh
atasan langsung PPPK;

2) hukuman disiplin sedang, pemanggilan dapat dilakukan oleh
atasan langsung atau oleh tim pemeriksa; dan

3) hukuman disiplin berat, pemanggilan wajib dilakukan oleh
tim pemeriksa.

d. Pemanggilan secara tertulis dituangkan dalam surat panggilan
yang paling sedikit memuat:

1) nomor surat;
2) identitas PPPK;
3) pejabat yang akan memeriksa;
4) jadwal dan lokasi pemeriksaan; dan
5) dugaan tingkat pelanggaran disiplin,
sesuai format berikut:
Format Surat Pemanggilan
<Kop Surat>
RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/l ")
Nomor:
L. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama Y soumnie s s i i s b i i i e Sl s S
NP e
PaNGKAE ¢ coooinsvivnmnsonsamsisse sasasosssmassssss asiisass s sio o5 s sssanasasvnss
Lo ——
Unit Kerja: ..o
untuk menghadap kepada:
Nama e A A B R 8 s B A S A B S e A it
NP e
PENGKAY | cociouninssommmmssr o s i i e SRR
JOBEEN  { cocounonnnsscsusnmmmmnnnsiss ivsyssnansaren s R TSR A
pada
Har e
TaNgOaAl © e
L T
B 11 LR AR ———

Tembusan:
1....
2....

disiplin yaitu/berupa ™)
1. Demikian untuk dilaksanakan.

untuk diperiksa/dimintai keterangan’) sehubungan dengan dugaan pelanggaran

........................... (tempat, tanggal surat)
Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa )

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
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Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal
pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan
pertama PPPK yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal seharusnya PPPK yang bersangkutan diperiksa pada
pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf f PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka PyBM
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan

Atasan langsung atau tim pemeriksa wajib memeriksa PPPK yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi
hukuman disiplin.

Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman
disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
oleh atasan langsung sejak tanggal pemeriksaan.

Keputusan Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya
disusun sesuai format berikut:

Format Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

Menetapkan

KESATU

<KOP SURAT>

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ..........c.ccccoeeeenn

NIP o nmmomnsiansmasn e Sne i iadon Ton i e , atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap

ketentuan ............. ) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
NoOmor: «sseevvussses Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin

tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan 22 tentang Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Bii  emsssensnasesenseenenonsi s AT SO SN SO STS S S SRR

4.  Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor .............
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ....") TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS
JABATANNYA
Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
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terhitung mulai tanggal .....................l, sampai ditetapkannya keputusan
hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan ...... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor ............. Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

KEDUA :  Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana
tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .....c...ccoovvvniiiiniiiniiinnncnnnn. , tersebut
tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....................
pada tanggal ..........c..........
Atasan langsung ............ *),
NAMA s ssssssmsssnmunis
NIP sssmssemmmmssammssemsesses

Diterimartanggal sesvswssemansmsss 5

1 T T—

NIP e

Tembusan:

s cescomicoosscesm s ssviiioon: 1554503 R SRR R 58

e

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum
**) Diisi sesuai kebutuhan.

d. Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana
dimaksud pada huruf e, berlaku sampai dengan ditetapkannya
keputusan Hukuman Disiplin.

e. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
secara tertutup dan rahasia baik melalui tatap muka langsung
maupun secara virtual.

f.  Dalam melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin,
atasan langsung, tim pemeriksa atau PyBM dapat meminta
keterangan dari pihak lain.

g. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
sesuai format berikut:

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini' ....oomesesmenmes 5 tanggal oo + DUAR 5 esmiens 5 FANIN. covsmsses , saya/Tim Pemeriksa masing-

%)

masing /:

1: NAMBE 5 o ot i asnss e i s eh it s s bbb i dbaions
NIP R R A R R TS R TR S R R
Pangleat 5 wepvsmsmwsssss ssmmmsss s s s e AR
=T 0T 1 s T —

2. NAA o e
NIP 5 ottt 3T S S ST
Pangkat @ ...
JAbAtan ..o

3. dst.
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Berdasarkan kewenangan yang ada pada saya/Surat Perintah”) .........c.cccoco.... , telah melakukan
pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban/larangan terkait .......
sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...... Tahun .......
tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertanyaan
1. Jawaban
2. Pertanyaan
2. Jawaban
3. Pertanyaan
3. Jawaban
4. dst.
demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................................... (tempat, tanggal)
Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa

1.

*) coret yang tidak perlu

h. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢
ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang
diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

i.  Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c,
berita acara pemeriksaan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai
dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

j. PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara
pemeriksaan.

k. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan
menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan
langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin.

I Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan
menjatuhkan hukuman disiplin bukan merupakan kewenangan
atasan langsung, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib
menyampaikan secara berjenjang kepada PyBM laporan hasil
pemeriksaan disertai dengan berita acara pemeriksaan.
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m. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf 1,
disusun sesuai format sebagai berikut:

Format Laporan Hasil Pemeriksaan

........ yeererneneeeneennas .. (tempat, tanggal)

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ......................,

tanggal oo sonsrens s bUlan s asmsmsessam onan tahun ..., saya/tim pemeriksa ) telah
melakukan pemeriksaan terhadap:
NAMIE, 5 5ommesi ms 000080 nrsmpommsnans s tsms A A A
NIP ' iumnen somsomevonassun s oosmsmssns Asimss 405 050 s s mamaniass 00 SHOissh i
PANGIEE § oovess: ssomammems s ssmsess im0 s s aess
Jabatan
Unit Kera: ...
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:
BENTUK WAKTU | TEMPAT FAKTOR YANG FAKTOR YANG DAMPAK
PELANGGARAN MEMBERATKAN MERINGANKAN PERBUATAN
1. Yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin ....................... sehingga direkomendasikan

untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .......................
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan

*)
kewenangan ....................... .

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan
untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. Demikian disampaikan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(atasan langsung/tim pemeriksa),

Tembusan:

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang Bersangkutan.

n. PPPKyang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan
yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan
pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin
sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

o. Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan pidana yang mengakibatkan
pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan
perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman
Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
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3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat lebih dari 1 (satu)
Pelanggaran Disiplin, PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin yang
terberat.

b. PPPK dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat, dalam hal
kembali melakukan Pelanggaran Disiplin yang pernah dilakukan.

c. Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan
PyBM sesuai dengan tingkatan Hukuman Disiplin yang
dikenakan.

d. Format Keputusan Hukuman Disiplin meliputi:

1) Keputusan Hukuman Disiplin Ringan, berupa:
a) Teguran Lisan, dengan format:
Format Teguran Lisan
<KOP SURAT>
KEPUTUSAN ...covoiveiainteteeess et csieseseessesesesses s Y
NOMGOR % ...coniosiosinnnns sniissiosinnsiamnssins e
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....................................................... Y
Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr............. 5 NIPi onvvnsnamsssnsmnsiiis telah
terbukti melakukan perbuatan
DETUADEL. cssivs cossnmamnnvisionssnsnssssnse sssssaiosinenssnnssdiossoies sisneasinnid >
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan s.ssessssses Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia
Nomor ;
Ch e T S S SR E SF E  eR SRS A VSR SN S ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan ....... " tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
Mengingat a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Ch sremesssnsn s RNy RS TEe S S S S S R AT RS R B S AR 5
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun
2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN ....... *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN.
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal .................ceeeen. , telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ............. Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.
KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan
atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman
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Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........ccuveeruiineiinieinannns

pada tanggal .......cooeveiiiiieeiiiinnii
.................................................. *)
NAMA. i svisssnssussssswssssssonsasssssssanes
NIP escssssessmsasamussnsssnussusssssonsninses
Tembusan:
R —

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b) Teguran Tertulis, dengan format:

Format Teguran Tertulis

<KOP SURAT>

KEPUTUSAN . 503000000050 00600 S s s S nasaeaueson saavas *)
NOMOR 2 icivsisnimssissomsmnsisssissssssion
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang o a bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr............. s NIP: cussvsnsssnsnsasne telah
terbukti melakukan perbuatan
DOTUDR s sssussnsssermmumssnsssossusonsssssusssisssssasasssesssssyassensuasss :
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia

c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ perlu menetapakn Keputusan ....... *)tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
Mengingat T a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
O sesseunsra e R S S SR SR s e s
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun
2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ....... *TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN
TERTULIS
KESATU :  Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama .
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal ..........cccccceeeeenne , telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ............. Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral,
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Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan
atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman
Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan.
KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di .....oeeeeevieeniiiiiiinnnines
Pada tanggal ........ccoovevniinieiiniinnennnns
................................................... *)
NAMA .csossusnusssssssassissssasssvssssasnsisans
NIP susassimssssssesussssssussmamvssssveose
Tembusan:
s L m—
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu
*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c)

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, dengan format:

Format Pernyataan Tidak Puas

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

<KOP SURAT>

KEPUTUSAN i cissicossersisnntisvmisiasinmisssbsasimsssanvarasonsassnms *)
NOMOR ; ssississsnsssansvasssnvonsnsarsssosavives
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr............. S NIP: s sissiassmmmesisness telah
terbukti melakukan perbuatan
BETUPE) ..cversvussmmanssosamersassasovensanssrpinasesapsisssshibeasosssinsanise :

b. bahwa  perbuatan  tersebut merupakan  pelanggaran terhadap
ketentoan .. uaass Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia
NOMOT csssssssnssimisamssaivamisussasms 2

T R n— -

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapakn Keputusan ....... *) tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

d. Keputusan Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun
2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ....... *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN
TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
kepada:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja 3
karena yang bersangkutan pada tanggal ...............ooeeell , telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.
Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai
tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima
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Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang bersangkutan.

KETIGA :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......ccceueeriineeiinneninnen.

Pada tanggal .........ccceuieiiineiiniieninnns
...................................................... *)
1,
1 g —
Tembusan
) —

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

2)  Keputusan Hukuman Disiplin Sedang, berupa:
a) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN ........
NOMOR :

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang 5 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr............. 5 INIP. o2 o s daeivam it
telah terbukti melakukan perbuatan
BErUPA sinssciismiinitismesiosnmsmsansmssessoseposssssasanansssiossnassonnons :
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan :.osesssns Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Manusia NOmor ..ossssesessessnsimassusss s
€. evasurensseneeEs e S VS RSN R  S A S S A E S S RA RS RNE
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ....... *) tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
Mengingat T a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Cs msanamees T S R S S TR A RS S SRR AR SR :
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor .............
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  KEPUTUSAN ....... *)  TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA
PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN.

KESATU ¢ Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
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karena yang bersangkutan pada tanggal ............cccceeeeeenins , telah melakgkan
perbuatan yang melanggar ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi qan
Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun 2024 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA :  Terhitung mulai tanggal ............... » BUlAn: s
tunjangan kinerja Sdr. .............. , dipotong sebesar Rp
) menjadi, RP sssumsesssmsseessssing (ssssssumssswesomsnanes ’
terhitung mulai tanggal  eussessmesseneses ; bulan
tahun. ;oo , tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kmer_]a
semula.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai

tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Qi .cuscessseopeessssonmmssnorecons

Pada tanggal .....ccceusversisvrvmersonsnvsonse
..................................................... *)
NAMA :ooovnnnnannmnvassssss
NIP ciisisvmnmmasmmimmsssis e isese@anes
Tembusan:
R

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr............. 3 NIP;: sosssimerssanmnmnnins
telah terbukti melakukan perbuatan
DETUPE! susisminmenssnisssssssssussdiussomsssaesisshvessess svass svanssns -
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan .....c.cceees. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Maniisia NOMOL: qv.cssusssessnuinsmnanssmsies -
Co  crmnraese eSO N E SO SES A SRE AR E e H ST S s eSS
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapakn Keputusan ....... *) tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
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d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor .............
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  KEPUTUSAN ....... *)  TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA
PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN
KESATU ¢ Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ..........cccccceeeeenenn. , telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun 2024 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ............... , bulan ....ooeeieiiiinnnn. , tahun ...l s
tunjangan kinerja Sdr. ............... , dipotong sebesar Rp .......cccooevvviinnininnnns
(sessssmimsin ssmsaiaisosns ) menjadi Rp .ecovvveviiniiniiniinnnnens - S~ ), dan
terhitung  mulai  tanggal ...l , bulan . s
tahiun csesssssswinsss , tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja
semula.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai

tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan idil :...osvessssesessssissaunssasenss

Pada tanggal ..ssusasvesssssssmsvanssseass
...................................................... *)
NAMA ..o ausnges avisisassas
NIP ssssssrmssisisasnsissmsaasessainses
Tembusan:
1 S SO PR - B0 SRR SR

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c¢) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.....c....... N
NIP. comssessssmns telah terbukti melakukan perbuatan
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Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Le cnsmeifiadinusndhonnaioeionn

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Manusia Nomor ... :

Ch (reseesies s S S S S SRR S RS w Y s Be e ek vy e e s U A

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapakn Keputusan ....... *)

tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
bulan;

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Keputusan Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor .............
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

ao

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ....... *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA
PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.
Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal ........c..cccoveiiinnnnn , telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .............. Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

Terhitung mulai tanggal  ssssseseese . bulan  .eocosessssssesees
tahun ....covuvecenes , tunjangan kinerja Sdr. ............ , dipotong sebesar
.......... (corvreeerinrenninnannns..) menjadi Rp

dan terhitung mulai tanggal ...

........................ , tahun ..., tunjangan kmerja.nya

dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung
mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak
tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkant di su.sus ssssomvusssvsspusssesnssss
Pada tanggal .........cccoeeiiiiiiiiiinniinnn.

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
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3) Keputusan Hukuman Disiplin Berat, berupa:
a) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 50% (lima puluh
persen) selama 12 (dua belas) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN rovsee s amsanissaoms s svaassissssssssassavevamveasne *)
NOMOR ; sswassvissimmsseesminssswsssasssvarss
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang Toa bahwa  berdasarkan  hasil pemeriksaan  Sdr............. ,
NIP. i, telah terbukti melakukan perbuatan
BERUPA. ...onnseosnesessoesssonanssasansosnssshsimbinasisnssnmsevaassonsomass
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan Sumber

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn
Keputusan ....... *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen)
selama 12 (dua belas) bulan;

R 0

Mengingat o a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara,;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

C;  eussvR RS SRR T SRR N e SRRV e AR YR SS HTESe I
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mmeral
NOmOr swssusssssss Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  Keputusan ....... *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan

Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 12 (dua
belas) bulan;

KESATU ¢  Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ..........c.cccccciennns , telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .............. Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ............. Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

KEDUA :  Terhitung mulai tanggal .............. i bulan e
tahun ..o , tunjangan kinerja Sdr. ............... , dipotong sebesar
RPp wesssevsssmssssepsassnans (sssssssresussmnsnsanessiss ) menjadi
|33’ N R ), dan terhitung mulai
tanggal .....c.occeeeinens , bulan i, , tahun ... s

tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima
belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang
dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan.
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KEEMPAT :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di «.scusssususnssssnnsasnsssanses

Pada tanggal .c.covsvissssssssnsencsssovavsvnss
...................................................... *)
NAMA ;.iv s
11 |
Tembusan:
15, cvvareaansaem s TSR RN NSRS SRR AR S S SRR SRS

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
dengan format:

Format Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Laporan dari ........ccooeevuunnnns tanggal .......... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .................. NIP. .o
pangkat ..........eeeenes :

2 R R

3 Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemenksa pada
haticossissmasss . tanggal.... ;. R
21410 | T s

Menimbang T a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
ST | , NIP. s telah terbukti melakukan
perbuatan berupa .........cceevvieiniriiieiiieennnnnns

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan s Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

c.

d. bahwa untuk menegakkan d1sxplm, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan ....... *
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawali
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat ! a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Ch seerersnssessnsensnsissansussnnrmsnasrsass ettt eSS LRSS A A SN E R S S48 :

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

NOmMOr :ussssasins Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN ....... *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA.

KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja kepada:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal ...................... , telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

KEDUA Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam
Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung
mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan.

KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di «ueeoseeusssesomssmmisonsmssasss
Pada tangpal ... ..uessssonmssmmanesenssss
...................................................... *)
NAMA ..ioooiiiiiiiiniiiiiiiiiiiieieineeienes
INIP: oo canimims s icuonse o sstenessatodars

Tembusan:

Le cssenneevanvnnninssasssnsarens e SEN SRR TSNS SRS SRR RS

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan format:

Format Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja

Membaca

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.  Laporandafisiseesvseisin tanggal .......... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .................. NIP; sisimeeianinasios
pangkat ;.o 3
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

L. reseessensonssuirnvssensasasss

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdrii i y NIP: sosmmssssenssaes telah terbukti melakukan
perbuatan berupa .........eeeeeiieniieiiiiiinnnin.

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan .............. Keputusan Menteri Energi dan Sumber

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan ....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

ao

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja'
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mmeral
NOMOr sssswssssssss Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

po

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN ...... *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal .............cccceeeeen , telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..............
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor .............
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam
Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima
belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang
dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bersangkutan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
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Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian
keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa
wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah
dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyampaian Hukuman Disiplin

a. Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan oleh PyBM atau
pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman
Disiplin.

b. Penyampaian Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan melalui pemanggilan secara tertulis kepada
PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima
keputusan Hukuman Disiplin.

c. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

d. Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada
saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan
dikirim kepada PPPK yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam huruf c.

e. Surat Pemanggilan Penyerahan dan Penyampaian Keputusan
disusun sesuai dengan format berikut:

Format Surat Pemanggilan
Penyerahan dan Penyampaian Keputusan
Kepada
i,
RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama ianmnn o e . & : : Cra R

NIP Y oo el e e e

Pangkat e R AR ”

Jabatan

pada

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

untuk menerima Keputusan .. .. .. ..... AU ey Nomor ...... ....., tanggal ............, tentang penjatuhan

hukuman disiplin ...................... .

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.................... (tempat, tanggatl)

NIP

Tembusan:
2. Pejabat lain yang dianggap perlu
*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang mendatangani surat panggilan.
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5. Alur Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

PPPK Pemanggilan [
yang diduga Secara tertulis oleh
melanggar Atasan
Langsung/Tim

—

Pemeriksaan J

Pemanggilan II J

isioli
distplin Pemeriksa §
\ v A
| Then | [ Hadir ] [ Tidak Hadir }
A }
Pemeriksaan Penjatuhan Hukuman
Disiplin oleh PyBM
] berdasarkan alat bukti

Penjatuhan
Hukuman Disiplin
oleh PvBM

6. Upaya Administratif

a. PPPK dapat mengajukan upaya administratif terhadap keputusan
Hukuman Disiplin.

b. upaya administratif, terdiri atas:
1) keberatan; atau
2) banding administratif.

c. upaya administratif diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung tanggal keputusan Hukuman Disiplin pertama
kali diterima oleh PPPK yang bersangkutan.

d. upaya administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Administratif
dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

7. Berlakunya Hukuman Disiplin

a. Dalam hal keputusan Hukuman Disiplin tidak dilakukan upaya
administratif oleh PPPK yang bersangkutan, keputusan Hukuman
Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak diterima.

b. Dalam hal keputusan disiplin dilakukan upaya administratif oleh
PPPK yang bersangkutan, keputusan Hukuman Disiplin berlaku
sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

8. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

a. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh
pejabat pengelola kepegawaian di Kementerian.

b. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah
satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.



- 47 -

Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk
dokumen dalam pemeriksaan, diunggah ke dalam sistem yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan
lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.

Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh pejabat
pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.



BAB V
PENUTUP

Dalam melaksanakan penegakan disiplin PPPK, pejabat pengelola
kepegawaian, dan atasan langsung di masing-masing unit organisasi di
lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkoordinasi
dengan Sekretariat Jenderal cq. Biro Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

KEMENTERARENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
A-BIRO HUKUM,



